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ABSTRAK 
Setelah 70 tahun merdeka dan rapuh dalam ketahanan energi, kita perlu menata kembali sektor 
dan industria Hulu Migas. Disatu sisi kedaulatan pengelolaan sumber daya alam dipermasalahkan 
kesesuainnya dengan konstistusi, di pihak lain impor minyak dan BBM dibiarkan terus meningkat. 
Padahal seluruh impor berasal dari sumber yang dikuasai asing. Bentuk Satuan Kerja Hulu Migas 
menjadi tidak sesuai untuk pengelolaan Migas,  karena untuk menjadi Badan Usaha harus 
mempunyai keuntungan dan keuntungan dari hasil pembagian produksi migas yang menjadi profit 
SKK Migas tidak cukup menjadikannya sebagai badan usaha. Jika  prediksi produksi dan 
cadangan migas Indonesia yang semakin menurun maka bila tidak ada eksplorasi yang baru,  SKK 
Migas ini akan membukukan keuntungan yang terus menurun sesuai dengan trend produksi. 
Sementara,  seperti halnya Badan usaha yang lain,  expense perusahaan akan terus naik dari 
tahun ke tahunnya. Pengelolaan Migas yang sesuai untuk Indonesia adalah mengembalikan fungsi 
pengawasan dan Pengelolaan Migas ini kepada Pertamina sehingga akan memaksimalkan 
keuntungan buat negara dan hasil migas akan dapat  dinikmati oleh daerah penghasil migas. 
Kata Kunci: Optimalisasi, Minyak dan gas bumi, SKK Migas, Pertamina, BUMN 
 
I. PENDAHULUAN 
Pengelolaan sumber daya alam terutama minyak dan gas harus berdasarkan UUD 
1945 pasal 33 ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan  ayat (3) menyebutkan ; 
Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini negara 
memiliki dan menguasai sumber alam Migas (mineral right). Negara juga memiliki kuasa 
pertambangan (mining right) sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam UU Nomor 22 
Tahun 2001.  
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan, kesejahteraan 
harus diatur dengan mengacu pada tata nilai budaya geografi. Pokok aturan itu disebut 
geo-nasionalisme sebagai konsep yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang terdiri dari 
geo-sosial, geo-politik dan geo-ekonomi (Patmosukismo, 2011).  
1. Geo-sosial sebagaimana diartikan dari ayat 1, yakni setiap keputusan nasional harus 
menerapkan prinsip usaha bersama dan asas kekeluargaan;  
2. Geo-politik sebagaimana diartikan dari ayat 2, yakni produksi yang penting dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;  
3. Geo-ekonomi sebagaimana diartikan dari ayat 3 yang menyatakan bahwa seluruh 
potensi ekonomi nasional harus dikuasai negara untuk tujuan kemakmuran bersama.  
Minyak dan gas bumi mempunyai nilai sangat strategis bagi kepentingan hidup 
bangsa Indonesia, yaitu sebagai sumber energi dalam negeri dan sumber penerimaan 
negara yang sangat signifikan (Romadhon, 2011, p. 1). Saat ini pemakaian energi mix di 
Indonesia lebih dari 90% menggunakan energi berbasis fosil, yaitu minyak bumi 54,4%, 
gas 26,5% dan batubara 14,1% (Thaheer, Hasibuan, & Ma'ruf, 2010, p. 42). Sumber daya 
alam migas sebagai modal dasar pembangunan nasional mengandung arti harus 
dikembangkan untuk memperbesar nilai ekonominya agar dapat dinikmati oleh orang 
banyak, dalam hal ini rakyat Indonesia. Selain itu migas juga memiliki arti yang khusus 
untuk pertahanan nasional dan persoalan-persoalan mengenai migas mengandung 
aspek-aspek internasional (Patmosukismo, 2011, p. 96). 
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Suatu kebijakan (policy) publik, secara luas dipergunakan dalam kaitan dengan 
tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada 
umumnya (United Nations,1975). Menurut Peserikatan Bangsa-bangsa, kebijakan itu 
diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa sederhana atau bisa juga 
kompleks, dapat bersifat bersifat umum yang longgar, luas dan bersifat kualitatif. Atau 
dapat juga bersifat khusus dan spesifik secara kuantitatif. Kebijakan dalam maknanya 
seperti itu dapat berupa suatu deklarasi tentang dasar atau pedoman bertindak atau suatu 
arah tindakan tertentu dari suatu program atau aktivitas-aktivitas tertentu dari suatu 
rencana. Kebijakan publik yang benar dan sudah dipilih oleh pemerintah bukanlah 
jaminan bahwa kebijakan  tersebut pasti berhasil dalam  implementasinya. 
Dalam perspektif Ketahanan Nasional, energi merupakan salah satu modal dasar 
pembangunan yang perlu dikembangkan sebagai salah satu kekuatan nasional untuk 
meningkatkan keamanan dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, konsepsi ini 
menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dan pemanfaatan 
energi minyak dan gas bumi guna mewujudkan ketahanan energi yang mencerminkan 
daya mampu negara untuk menyediakan pasokan energi (energy supply) untuk 
memenuhi energi (energy demand) dan daya mampu untuk mengatasi gangguan krisis 
energi secara memadai.  Agar hal tersebut dapat terwujud, bebarapa hal yang perlu 
menjadi perhatian serius, yaitu ketersediaan (supply) dan kemampuan untuk memberikan 
jaminan pasokan energi (security of energy supply), aksesibilitas, kemampuan untuk 
mendapatkan energi yang ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur energi dan daya beli, 
kemampuan untuk menjangkau atau membeli energi pada harga keekonomiannya 
(willingness to pay).  Penerapan penyediaan minyak dan gas bumi menjadi landasan 
berpikir dalam merumuskan dan mengimplementasikan pemihakan positif kepada 
kepentingan rakyat banyak. 
Keterkaitan minyak dan gas bumi sebagai sumber energi dengan sektor lainnya 
akan mempengaruhi produktivitas pada sektor-sektor ekonomi strategis, khususnya 
dalam menambah total Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Pada level makro, minyak 
dan gas bumi sebagai sumber pendapatan Negara akan mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi nasional. Ketersediaan minyak dan gas bumi sebagai sumber energi juga akan 
mempengaruhi investasi. Dalam jangka panjang, ketersediaan minyak dan gas bumi akan 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan distribusi ekonomi.  
Pada level mikro, dampak dari permasalahan minyak dan gas bumi akan 
mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat pada lingkup yang lebih kecil, seperti 
kegiatan jual beli di pasar tradisional, distribusi hasil tani dan komoditas perdagangan dan 
lain sebagainya. Pada sektor sosial, keterkaitan energi dengan sektor sosial akan 
mempengaruhi kondisi sosial dan psikologis masyarakat. Kecukupan dalam penyediaan 
energi dan keterjangkauan harga energi oleh masyarakat akan menciptakan stabilitas 
sosial. 
II.  TINJAUAN PUSTAKA 
Konsepsi pemerintah (government) juga dikembangkan menjadi istilah yang luas 
menjadi kepemerintahan (governance). Pengertian kepemerintahan meliputi aspek-aspek 
penyelenggaraan negara yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, melainkan juga 
oleh swasta (private sector) dan masyarakat sukarela (civil society sector). Ketiga sektor 
governance itu memiliki ciri, peran dan fungsi sendiri-sendiri dalam kehidupan 
masyarakat. Public sector (pemerintah) merupakan  ruang dimana publik memberikan 
mandat umum kepada lembaga-lembaga pemerintah untuk mengatur tata kehidupan 
bersama. Energi yang menggerakkan (driving value) yang ada dalam sektor ini adalah 
power (kekuasaan) dan authority (kewenangan), sehingga pola interaksi yang ada dalam 
sektor ini adalah dipengaruhi adanya mandat, undang-undang dan sistem birokrasi. 
Private sector (swasta) pada sisi lain adalah merupakan ruang dimana masyarakat dapat 
memenuhi kebutuhan dan tujuan secara pribadi. Driving value yang ada pada sektor ini 
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adalah kekuatan ekonomi berupa motivasi untuk memperoleh profit dan income (laba-
keuntungan-pendapatan), sehingga pola interaksi dalam sektor ini dipengaruhi oleh 
adanya perhitungan ekonomis berdasarkan  pada hukum  penawaran dan permintaan 
(supply dan demand). Sedangkan community sector (civil society) adalah merupakan 
area dimana masyarakat bergerak dan beraktivitas secara sukarela yang tidak berkaitan 
dengan dengan motivasi kekuasaan maupun ekonomi. Badan pemerintahan di Indonesia 
yang bergerak di bidang energi dan sumber daya mineral termasuk pengelolaan minyak 
dan  gas bumi adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disingkat 
Kementerian ESDM (dahulu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral). UU No 22 
tahun 2001 mengatur, peran kebijakan umum untuk industri minyak dan gas bumi 
dilakukan oleh Dirjen Migas. Sedangkan pengaturan dan pengawasan berbagai entitas 
bisnis dilakukan oleh badan-badan pelaksana yaitu SKK Migas dan BPH Migas. Kegiatan 
usaha migas meliputi usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi, dan usaha 
hilir yang mencakup pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.  
III.  METODOLOGI PENELITIAN   
  Dalam penelitian ini metode penelitian yang dilakukan adalah melalui pendekatan 
kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data 
tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan 
memo, dan dokumen resmi lainnya. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin 
menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. 
Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan 
mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakkan 
metode diskriptif. Dilihat dari pendekatan penelitian yang digunakan, instrument penelitian 
yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. 
Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti 
siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti 
sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, 
penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki 
obyek penelitian baik secara akademik maupun logistik (Sugiono,2008:1). Untuk 
memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode 
triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 
yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. 
Hal ini berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi 
yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif 
(Moleong,1990:175). Dalam penelitian ini metode triangulasi dilakukan peneliti dengan 
cara mengecek data melalui hasil wawancara dengan sumber pelitian yaitu ahli migas 
dan tokoh masyarakat. 
 
IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
UU Migas mengatur antara lain tentang penyelenggaraan kegiatan sektor migas, 
yang membagi kegiatan migas dalam dua bagian yaitu kegiatan hulu migas (upstream) 
dan kegiatan hilir migas (downstrean).  Bagi pemerintah sebagai pemegang kuasa 
pertambangan migas, pola pembagian seperti ini sangat penting terutama untuk 
menyusun pola pengawasan dan dalam melakukan kontrol.  Berdasarkan UU Migas, 
status Badan Pelaksana (BP Migas/SKK Migas) dan Badan Pengatur (BPH Migas) 
merupakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan termasuk Lembaga non Struktural 
Indonesia (bukan termasuk dalam Lembaga Pemerintah Kementrian dan Lembaga 
Pemerintah non Kementrian).  
SKK Migas saat ini merupakan bentuk lembaga yang hanya bernaung di bawah 
Peraturan Presiden dan saat ini SKK Migas merupakan lembaga yang fungsinya 
langsung diawasi oleh Kementrian ESDM.  Perbedaan BP Migas dan SKK Migas adalah 
sebagai berikut: 
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1. SKK Migas memiliki Dewan Pengawas yang akan menilai kinerja SKK Migas. Fungsi 
Dewan ini sama dengan fungsi komisaris pada perusahaan dan majelis wali amanat 
pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN). 
2. Penggunaan kata “khusus” menunjukkan SKK Migas langsung bertanggung jawab 
kepada Presiden dan berkoordinasi dengan Kementrian ESDM. SKK Migas bertujuan 
membuat industri migas menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.  
3. Lembaga BP Migas dalam kewenangannya meliputi hal-hal teknis dan mikro. SKK 
Migas menyerahkan sepenuhnya hal teknis dan mikro kepada kontraktor migas.  
SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan 
gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan 
supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat 
memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat. SKK MIGAS menggantikan BP MIGAS yang dibubarkan Mahkamah 
Konstitusi pada tanggal 13 November 2012.  Satu hal yang membedakan antara SKK 
MIGAS dengan BP MIGAS adalah soal pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas 
kinerja operasional lembaga ini. Mengacu pada Perpres No.9 tahun 2013, pemerintah 
membentuk Komisi Pengawas SKK MIGAS. Komisi Pengawas diketuai oleh Menteri 
ESDM  dengan Wakil Menteri Keuangan sebagai wakilnya. Selain itu terdapat dua 
anggota Komisi Pengawas, yakni  Wakil Menteri ESDM dan Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM). Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Pengawas 
memberikan laporan berkala kepada Presiden. Sesuai dengan Perpres tersebut, Menteri 
ESDM berperan untuk menata struktur organisasi, pegawai dan aset SKK MIGAS. 
Struktur orgaanisasi yang dimaksud terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris serta 
maksimal lima Deputi SKK MIGAS. Kepala lembaga diangkat dan diberhentikn oleh 
Presiden atas usulan Menteri ESDM. Pimpinan lembaga ini juga bertanggung jawab 
langsung kepada Presiden. 
Setelah Mahkamah Konstitusi, membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi pada Oktober 2012, pemerintah “mengambil alih” 
pekerjaannya dengan membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Migas, dan menunjuk ketua dan komisi pengawasannya. Namun, sistem dan pola 
kerjanya terlihat sama. Tidak ada protes lagi dari para penggugat. Seolah-olah mereka 
sudah puas dengan pembubaran BP Migas. Padahal gugatan pembubaran BP Migas 
(Judicial Review) tersebut dilatari nasionalisme, kegelisahan terhadap kedaulatan sumber 
daya alam dan keprihatinan atas keterjaminan vahan bakar minyak dan gas murah.  
Perjanjian kontrak antara pemerintah dan swasta dalam eksploitasi dan eksplorasi 
migas diibaratkan dengan model usaha petani penggarap yang banyak dipraktikkan di 
nusantara. Pemerintah adalah pemilik “sawah” yang mengamanatkan pengelolaan lahan 
kepada “petani penggarap”. Dalam bisnis hulu migas, “petani penggarap” ini adalah 
perusahaan migas baik nasional maupun asing. Penggarap ini menyediakan semua 
modal dan alat yang dibutuhkan. Semua pengeluaran ini tentunya harus disetujui pemilik 
sawah, karena modal tersebut akan dikembalikan kelak saat panen. Penggantian ini, 
yang dalam dunia migas dikenal dengan istilah cost recovery, hanya dilakukan jika 
“panen” tersebut berhasil atau ada temuan cadangan yang komersial untuk 
dikembangkan. Jika tidak, semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh penggarap 
(kontraktor migas). Pemerintah sebagai perwakilan negara juga memiliki kontrol baik atas 
manajemen operasional maupun kepemilikan sumber daya migas. 
Sebelum UU No 22 tahun 2001 diberlakukan, tata niaga minyak dan gas bumi di 
Indonesia dilakukan oleh Pertamina selaku perusahaan negara pemegang kuasa 
pertambangan migas. Kegiatan Pertamina mencakup pengelolaan seluruh produksi 
minyak dan gas bumi di dalam negeri yang selanjutnya dijual dan disalurkan kepada 
konsumen di seluruh Indonesia. Setelah adanya UU Migas No 22 Tahun 2001, badan 
usaha diwajibkan melakukan pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir migas.  Badan 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (disingkat: BPMIGAS) adalah 
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lembaga yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 2002 
sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam 
menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia. Dengan 
didirikannya lembaga ini melalui UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta PP 
No 42/2002 tentang BPMIGAS, masalah pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak 
Kerja Sama yang sebelumnya dikerjakan oleh PERTAMINA selanjutnya ditangani 
langsung oleh BPMIGAS sebagai wakil pemerintah.  Badan ini dibubarkan Mahkamah 
Konstitusi melalui putusannya pada 13 November 2012 karena dianggap bertentangan 
dengan UUD 1945. Pemerintah memutuskan mengeluarkan Perpres No. 95/2012 untuk 
membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi (SK Migas), sebagai langkah pasca putusan Mahkamah Konsitusi tersebut. Badan 
ini kemudian menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan 
Gas Bumi (SKK Migas) melalui Perpres No. 9/2013. Pembentukan lembaga ini 
dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara 
dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara serta untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Sedangkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi yang disingkat BPH Migas merupakan badan yang dibentuk dalam rangka 
melaksanakan tanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan 
usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui 
pipa guna menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah 
NKRI dan mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam  negeri.  
Pemerintah diberikan mandat dan bertindak atas nama negara sebagai penanggung 
jawab utama eksploitasi dan eksplorasi Migas yang merupakan  sumber daya alam 
stratejik tidak terbarukan. Migas merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup 
orang banyak tetapi pengelolaan migas belum dapat meningkatkan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat. Permasalahan Migas pada level mikro akan berdampak 
memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat pada lingkup yang lebih kecil, seperti 
kegiatan jual beli di pasar tradisional, distribusi hasil tani dan komoditas perdagangan dan 
lain sebagainya. Pada sektor sosial, keterkaitan minyak dan gas bumi sebagai sumber 
energi dengan sektor sosial akan memengaruhi kondisi sosial dan psikologis masyarakat. 
Kelangkaan dalam penyediaan energi dan ketidak terjangkauan harga energi oleh 
masyarakat akan menciptakan instabilitas sosial. Ketersediaan minyak dan gas bumi 
pada tata kelola Migas yang efektif seharusnya tidak semata-mata untuk ekspor tetapi 
seharusnya dapat dinikmati oleh daerah penghasil migas.  
V.  KESIMPULAN DAN SARAN 
a. Fungsi pengawasan dan yang membuat peraturan Migas harus dipisah. Karena akan 
menjadi ambigu ketika institusi yang membuat peraturan, juga akan melakukan 
pengawasan.  Lembaga yang mempunyai dual function ini akan menjadi "pre-
dominant" terhadap tafsir hukum/peraturan yang dibuatnya sendiri dalam melakukan 
pengawasan. Sehingga diperlukan lembaga lain yang membuat peraturan (Dirjen 
Migas) dan lembaga  yang melakukan pengawasan (SKKmigas atau dalam bentuk 
lainnya) atau penafsiran akan peraturan menjadi lebih fair dan independent. 
b. Mengenai bantuk SKK Migas,  dengan diterapkan UU migas tahun 2001, maka peran 
Pertamina sebagai BUMN yang mengelola Migas menjadi diperkecil dan dikerdilkan. 
Permasalahan  yang sangat mendasar ketika masa kontrak blok Migas yang sudah 
habis, blok tersebut dikembalikan kepada  Negara  melalui SKK Migas. Terdapat 
permasalahan bahwa SKK Migas bukan operator Migas sehingga memerlukan proses 
yang cukup panjang untuk menyerahkan ke Pertamina (National Oil Company). Tidak 
ada knowledge transfer untuk SKK Migas jika masa kontrak tersebut sudah habis 
karena kepentingannya sangat berbeda antara fungsi pengawas dan operator. 
c. Sebagai bagian dari penguasaan negara melalui BUMN nya sesuai dengan amanat 
UUD mengenai kekayaan negara. Akan sangat mudah proses pengembalian aset bila 
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Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) melakukan kontrak dengan PERTAMINA dan 
akan sangat mudah untuk alih teknologi. Cara yang diterapkan Pertamina adalah 
menempatkan pekerja pekerjanya di daerah operasi K3S. Terdapat keuntungan yang 
lain yaitu bentuk kerjasama yang lebih appropiate,  karena K3S sebagai entitas bisnis 
deal dengan entitas bisnis juga (B to B) dan bukan negara. Sehingga apabila ada 
permasalahan hukum atau abritase bukan entitas bisnis vs negara (atau SKK seperti 
saat ini). melainkan antara bisnis dengan bisnis.  
d. Bentuk Satuan Kerja Hulu Migas menjadi tidak sesuai untuk pengelolaan Migas,  
karena untuk menjadi Badan Usaha harus mempunyai keuntungan dan keuntungan 
dari hasil pembagian produksi migas yang menjadi profit SKK Migas tidak cukup 
menjadikannya sebagai badan usaha. Jika  prediksi produksi dan cadangan migas 
Indonesia yang semakin menurun maka bila tidak ada eksplorasi yang baru,  SKK 
Migas ini akan membukukan keuntungan yang terus menurun sesuai dengan trend 
produksi. Sementara,  seperti halnya Badan usaha yang lain,  expense perusahaan 
akan terus naik dari tahun ke tahunnya.  
e. Pengelolaan Migas yang sesuai untuk Indonesia adalah mengembalikan fungsi 
pengawasan dan Pengelolaan Migas ini kepada Pertamina sehingga akan 
memaksimalkan keuntungan buat negara dan hasil migas akan dapat  dinikmati oleh 
daerah penghasil migas. 
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